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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Hukum Pajak (EKSI4202) ini membahas tentang ruang 

lingkup pajak dan hukum pajak di Indonesia secara umum baik pajak 

pusat maupun pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku.  

BMP ini meliputi 9 modul berikut ini:  

Modul 1 membahas tentang dasar-dasar perpajakan, mulai dari sejarah 

pemungutan pajak, pengertian pajak secara umum dan tarif pajak yang 

merupakan salah satu alat atau variabel utama dalam pemungutan pajak. 

Dasar pemungutan zakat dan pemungutan pajak dibahas juga dalam Modul 1 

ini. Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan 

secara umum setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini. 

Modul 2 menguraikan secara umum tentang hukum pajak di Indonesia, 

reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia dan hukum pajak 

internasional pada khususnya. Tujuan pokok bahasan ini adalah diharapkan 

Anda dapat menjelaskan tentang Hukum Pajak Indonesia dan reformasinya 

serta Hukum Pajak Internasional sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

Modul 3 menguraikan secara umum tentang ciri dan corak sistem perpajakan 

di Indonesia dan ketentuan umum dan prosedur/tata cara perpajakan di 

Indonesia seperti cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan PKP, 

pembayaran dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan 

(SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Tujuan pokok bahasan ini Anda diharapkan dapat menjelaskan 

Ketentuan Umum dalam Perpajakan di Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Modul 4 akan menambah pengetahuan Anda tentang ketetapan dan 

penagihan pajak di Indonesia sebagai bagian dari ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2007 dan diungkapkan 

pula mengenai alasan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.  Setelah mempelajari 

Modul 4 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan ketentuan ketetapan dan 

penagihan pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku.  
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Modul 5 memuat tentang pengertian, syarat pengajuan dan permasalahan 

pokok dalam pengajuan keberatan dan banding pajak sesuai peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Anda diharapkan 

dapat menjelaskan secara umum tentang masalah keberatan dan banding 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  perpajakan yang berlaku 

setelah mempelajari dan menyelesaikan modul ini. 

Modul 6 akan menambah pengetahuan Anda tentang pengertian, tujuan dan 

syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan 

sebagaimana yang diatur dalam UU KUP. Wajib Pajak yang diperkenankan 

menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing juga 

dibahas dalam Modul 6 ini. Tujuan pokok bahasan Modul 6 ini, Anda 

diharapkan dapat menjelaskan secara umum tentang pembukuan dan 

pencatatan dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku.  

Modul 7 akan menambah pengetahuan Anda tentang ruang lingkup 

pemeriksaan dan penyidikan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU KUP 

serta dibahas juga mengenai proses penghentian dan sanksi pidana dalam 

penyidikan pajak. Tujuan pokok bahasan Modul 7 ini, Anda diharapkan dapat 

menjelaskan tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak sesuai dengan 

Ketentuan Umum dalam Perpajakan di Indonesia.  

Modul 8 menjelaskan tentang pentingnya dan masalah yang ada di Peradilan 

Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia serta peran dari Pengadilan 

Pajak sebagai Badan Peradilan Pajak Indonesia dalam menyelesaikan 

sengketa pajak. Tujuan pokok bahasan ini Anda diharapkan dapat 

menjelaskan peranan Badan Peradilan Pajak di Indonesia. 

Modul 9 berisi uraian tentang objek dan mekanisme pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur pungutan PDRD. Setelah 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dasar hukum 

dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.   

 

Guna lebih memudahkan dalam memahami Buku Materi Pokok mata kuliah 

ini, berikut ini disampaikan desain instruksional yang menggambarkan urutan 

dan kompetensi-kompetensi pendukung dari tiap modul untuk mencapai 

kompetensi utama mata kuliah ini.  
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Setelah menempuh mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang ruang 
lingkup pajak dan hukum pajak di Indonesia secara umum baik pajak pusat maupun pajak 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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